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ABSTRAK

Praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat adalah salah satu faktor
yang dapat merugikan perekonomian nasional. Untuk menanggulangi persoalan
ini, pemerintah kemudian memberlakukan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999
tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Namun
sampai saat ini, implementasi Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 ini belum
berlaku secara optimal. Hal ini dapat dibuktikan dengan penumpukan perkara
persaingan usaha yang semakin banyak setiap tahunnya, dan jika dibandingkan,
perkara yang berhasil diputus dan mendapatkan fiat eksekusi dari PN lebih sedikit
dari pada perkara yang belum diputus. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi
dari penegakan hukum persaingan usaha sebagaimana diamanatkan dalam
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 masih belum berlaku secara optimal.
Sementara berdasarkan rekam jejak sejarah, terdapat banyak kerajaan yang
memiliki sifat positif dalam kemampuan tata kelola pemerintahan yang baik, tidak
terkecuali di bidang ekonomi. Salah satunya adalah kerajaan Majapahit yang
mampu mengantarkan negara dan rakyatnya menuju kesejahteraan yang adil dan
merata. Sistem ekonomi pada zaman Majapahit menjadi salah satu faktor yang
menunjang kemampuan Majapahit dalam usaha menjadikan negara dan rakyatnya
sejahtera dan makmur. Berdasarkan hal di atas, maka penting dilakukan suatu
kajian terhadap pengaturan dan sistem ekonomi Majapahit sebagai upaya agar
ketentuan tersebut dapat berkontribusi terhadap perubahan pengaturan Undang-
undang Nomor 5 Tahun 1999.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan
menggunakan pendekatan sejarah, pendekatan perbandingan dan pendekatan
perundang-undangan. Penelitian ini  bersifat deskriptif analitik, yaitu
menggambarkan sistem ekonomi Majapahit kemudian dianalisis berdasarkan teori
yang digunakan sebagai pisau analisa dalam penelitian ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat kelemahan dalam
pengaturan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999. Kelemahan pengaturan dalam
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 ini berdampak kepada lemahnya
penegakan hukum yang dilakukan oleh KPPU sebagai lembaga penegak hukum
persaingan usaha sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 5 Tahun
1999. Hal ini dapat dilihat bahwa sebagian besar kendala yang dihadapi oleh
KPPU dalam menjalankan tugasnya bermuara pada pengaturan dalam Undang-
undang Nomor 5 Tahun 1999 yang memberikan tugas dan wewenang yang
kepada KPPU namun tugas dan wewenang tersebut susah untuk dilaksanakan
karena bertabrakan dengan kewenangan lembaga yang negara yang lain, sehingga
dalam menjalankan tugasnya, KPPU sering terhambat dan terkendala akibat
keterbatasannya. Sistem ekonomi Majapahit menampilkan adanya penegakan
hukum yang tegas dan tidak rancu dalam proses penerapannya. Tegasnya
penegakan hukum dalam sistem ekonomi Majapahit ini sangat penting
dikontribusikan terhadap perubahan pengaturan Undang-undang Nomor 5 Tahun
1999 agar penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia lebih optimal dari
pada sebelumnya.
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan

bahasa lain. Pedoman transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan

tesis ini berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987 dan

0543b/U/1987, tanggal 10 September 1997.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan
\ Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan
< ba’ B Be
< ta’ T Te
< sa S es (dengan titik di atas)
z Jim J Je
z ha h ha (dengan titik di bawah)
z Kha Kh ka dan ha
3 Dal D De
3 Zal Z zet (dengan titik di atas)
J ra’ R Er
J Zai Z Zet
o Sin S Es
B Syin Sy es dan ye
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U= sad $ es (dengan titik di bawah)
o= dad d de (dengan titik di bawah)
L ta’ t te (dengan titik di bawah)
L za’ z zet (dengan titik di bawah)
& ‘ain ‘ koma terbalik di atas

. Gain G Ge
&

. fa’ F Ef
(&)
S Qaf Q Qi
<l Kaf K Ka
J Lam L El

Mim M Em

f’
o Nun N En
5] Wawu W We
° ha’ H H
3 Hamzah d Apostrof
¢ ya’ W Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

Ditulis

muta‘aqqidin

Ditulis

‘iddah
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C. Ta’Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

4 Ditulis Hibah

Lo Ditulis Jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah
terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti kata shalat, zakat, dan sebagainya,
kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti oleh kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka

ditulis dengan “h”.

sL1sY1 Al S Ditulis karamah al-auliya’

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harkat fathah, kasrah, dammah, ditulis
dengan tanda t.

bl 818 Ditulis zakat al-fitri

D. Vokal Pendek

Kasrah Ditulis |

Fathah Ditulis A

dammah Ditulis U

.




E. Vokal Panjang

fathah + alif Ditulis A
idals Ditulis Jahiliyyah

fathah + ya’ mati Ditulis A
(s Ditulis yas‘a

kasrah + ya’ mati Ditulis I
@S Ditulis Karim

dammah + wawu mati Ditulis U
U= A Ditulis furtd

F. Vokal Rangkap

fathah + ya’ mati Ditulis Al
pSin Ditulis Bainakum
fathah + wawu mati Ditulis Au
Js Ditulis Qaulun

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Suatu Kata Dipisahkan dengan

Apostrof
eﬁﬁ Ditulis a’antum
e Ditulis u‘iddat

A S ol Ditulis la’in syakartum




H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti oleh Huruf Qamariyyah

A Ditulis al-Qur’an

ol Ditulis al-Qiyas

2. Bila diikuti oleh Huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf
syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf | (el)-nya.

elad) Ditulis as-Sama’

i Ditulis asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

BETBOINERY Ditulis zaw1 al-furad

aaudl Jal Ditulis ahl as-sunnah
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BAB |
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara hukum modern telah memberikan aturan
mendasar dalam bidang perekonomian nasional. Sebagaimana telah disebutkan
dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 (selanjutnya disebut dengan UUD NRI 1945) yang secara tersirat
menyatakan bahwa salah satu tujuan dibentuknya pemerintah negara Republik
Indonesia yang berkedaulatan rakyat salah satunyanya adalah untuk memajukan
kesejahteraan umum.*

Pengaturan tentang perekonomian nasional mendapatkan posisi terhormat
dalam UUD NRI 1945. Penegasan terhadap makna Perekonomian Nasional dan
Kesejahteraan Sosial ini juga ditegaskan dalam bab tersendiri, yaitu Bab XIV
Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial yang meliputi Pasal 33 dan 34
UUD NRI 1945. Substansi nilai ekonomi dalam UUD NRI 1945 ini oleh para
pendiri bangsa Indonesia, yakni Soekarno dan Moh. Hatta dielaborasi dengan
istilah demokrasi ekonomi. Demokrasi ekonomi ini termanivestasikan dalam
ekonomi kerakyatan yang terkandung dalam konstitusi tersebut.?

Demokrasi ekonomi sebagaimana dimaksud di atas menempatkan
masyarakat sebagai pemeran utamanya. Penjelasan Pasal 33 UUD NRI 1945
menyebutkan bahwa yang diutamakan dalam konsep demokrasi ekonomi adalah

kemakmuran masyarakat, yaitu kemakmuran untuk semua rakyat bukan hanya

! Lihat Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2 Edy Suandi Hamid, M.B. Hendrie Anto, Ekonomi Indonesia Memasuki Milenium 111
(Yogyakarta: Ul Press, 2000), him. 5.



untuk perorangan saja. Kemakmuran masyarakat yang menyeluruh itulah yang
menjadi ciri sosialistik Pasal 33 UUD NRI 1945.

Doktrin demokrasi ekonomi dalam materi muatan Pasal 33 UUD NRI
1945 dipandang tidak terdapat dalam literatur Barat. Doktrin ini merupakan
ciri/ke-khas-an “ala” Indonesia yang merepresentasikan pandangan sosial
ekonomi di negara Indonesia. Demokrasi ekonomi Indonesia yang menjadi spirit
Pasal 33 UUD NRI 1945 ini menjiwai sistem ekonomi Indonesia yang oleh Moh.
Hatta disebut sebagai sistem ekonomi yang berwatak sosialisme-religius.®

Bertolak dari pemaparan di atas, permasalahan mengenai perekonomian di
Indonesia sampai saat ini masih menjadi persoalan serius yang dihadapi bangsa
ini. Fenomena ini didasarkan pada keadaan bangsa ini yang seolah tidak
menemukan jalan keluar untuk terbebas dari jurang kemiskinan, pengangguran
dan keterpurukan di berbagai lini. Hal ini dikarenakan penyelenggaraan ekonomi
nasional kurang mengacu kepada amanat Pasal 33 UUD NRI 1945, serta
cenderung menunjukkan corak yang sangat monopolistik.

Praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat merupakan salah satu
persoalan serius yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Hal ini dikarenakan praktik
monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dapat mengakibatkan kerugian yang
sangat besar bagi masyarakat dan mengancam kesejahteraan rakyat yang
merupakan salah satu cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Untuk

menanggulangi permasalahan ini, pemerintah kemudian memberlakukan Undang-

% Sri-Edi Swasono, Kembali ke Pasal 33 UUD 1945 Menolak Neoliberalisme (Jakarta:
Yayasan Hatta, 2010), him. 33-35. Sebagaimana dikutip oleh Ali Murtadho, “Demokrasi Ekonomi
dan Kontribusi Ekonomi Islam dalam Undang-Undang Dasar 1945, Walisongo: Jurnal Penelitian
Sosial Keagamaan, Volume 24 Nomor 1, Mei 2016, him. 137-138.



Undang Nomor 5 Tahun 1999 (selanjutnya disingkat UU No. 5 Tahun 1999)
tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Namun upaya penegakan hukum melalui Undang-Undang tentang
Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagaimana
dimaksud di atas rupanya tidak membuahkan hasil yang signifikan dalam
memberantas praktik monopoli di Indonesia, hal ini dapat dibuktikan dengan
jumlah kasus yang ditangani oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)
sejak awal diberlakukannya Undang-Undang yaitu terhitung sejak tahun 2000
adalah 384 perkara yang sudah ditangani, adapun yang masih dalam bentuk
laporan dari masyarakat terkait pelanggaran terhadap UU No. 5 Tahun 1999
hingga tahun 2017 ini telah mencapai 2.537 kasus.*

Fakta di atas jelas tidak sejalan dengan tujuan diberlakukannya UU No. 5
Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak
Sehat, serta bertentangan dengan cita-cita dan tujuan didirikannya Negara
Kesatuan Republik Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 yang diamanatkan dalam Pasal 33 UUD NRI
1945.°

Persoalan mengenai praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat
sebagaimana telah dipaparkan di atas, menunjukkan bahwa implementasi UU No.

5 Tahun 1999 masih belum berjalan secara maksimal, hal ini dikarenakan jumlah

* Wahyudi Aulia Siregar-Okezone.com, “Kasus Persaingan Usaha Tidak Sehat Banyak
Terjadi di Jakarta”, https://economy.okezone.com/read/2017/06/15/320/1717063/wah-kasus-
persaingan-usaha-tidak-sehat-paling-banyak-terjadi-di-jakarta, diakses tanggal 15 Juni 2017 Pukul
15.54 Wib.

® Lihat Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat. Lihat juga Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun
1945,



https://economy.okezone.com/read/2017/06/15/320/1717063/wah-kasus-persaingan-usaha-tidak-sehat-paling-banyak-terjadi-di-jakarta
https://economy.okezone.com/read/2017/06/15/320/1717063/wah-kasus-persaingan-usaha-tidak-sehat-paling-banyak-terjadi-di-jakarta

pelanggaran terhadap UU No. 5 Tahun 1999 tergolong sangat banyak sejak awal
diberlakukannya, sehingga mengucilkan eksistensi Undang-Undang tersebut.

Celakanya, persoalan ini juga menunjukkan bahwa negara dan masyarakat
Indonesia masih jauh dari kata sejahtera sebagaimana yang diimpikan dan dicita-
citakan para pendiri bangsa yang tertuang dalam konstitusi Indonesia yaitu
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 khususnya yang
mengatur tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial.

Secara teoritis, sebagai negara yang mendasarkan segala aktivitas
kenegaraannya kepada konstitusi, Indonesia seharusnya mampu memberikan rasa
nyaman dan aman bagi seluruh masyarakat demi tercapainya kesejahteraan yang
merata, karena prinsip utama suatu konstitusi ialah terlindungi dan terjaminnya
hak-hak asasi setiap warga negara termasuk hak mendapatkan kesejahteraan.®
Artinya, segala kegiatan ekonomi di bangsa ini seharusnya sesuai dengan cita-cita
bangsa dalam konstitusi tentang perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial.’

Sementara berdasarkan rekam jejak sejarah sebelum pra-kolonial pada
masa kerajaan-kerajaan terdahulu di wilayah Nusantara pernah berdiri negara
bangsa yang sangat besar, yang memiliki sifat positif dalam kemampuan tata
kelola pemerintahan yang baik, tidak terkecuali di bidang ekonomi yang tertuang
dalam konstitusi klasik.

Beberapa negara yang dimaksud seperti Kerajaan Tarumanagara yang

dapat bertahan selama 286 tahun (400-686 M), luas wilayahnya meliputi

® Muwaffiq Jufri, “Kontribusi Konstitusi Madinah Dan Konstitusi Nagarakretagama
Terhadap Amandemen Kelima Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Terkait Hak Dan Kebebasan Beragama™, Tesis, Universitas Brawijaya Malang, 2016. HIm. 5.

" Lihat Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



Lampung, Indragiri Raiu, dan Tumasik atau Singapura; Kerajaan Sriwijaya, eksis
selama 694 tahun (683-1377 M), wilayahnya meliputi Sumatera, Semenanjung
Malaya (Singapura, Malaisia, Filipina, Kamboja, Thailand Selatan), Jawa,
Kalimantan, Nusa Tenggara, dan Maluku; Kerajaan Majapahit yang dapat
bertahan selama 246 tahun (1293-1525 M), daerah kekuasannya meliputi seluruh
wilayah Indonesia saat ini, Singapura, Terengganu, dan Johor.?

Khazanah kerajaan Majapahit yang menguasai wilayah Nusantara sekitar
abad ke-13 hingga abad ke-15 Masehi, mencontohkan sebuah negara yang mampu
mencapai kejayaan dan mampu mengantarkan rakyatnya ke depan ‘pintu gerbang’
kesejahteraan yang merata dan menyeluruh. Fakta di atas tentu tidak terlepas dari
pengaruh sistem ekonomi yang mapan pada saat itu, karena pada hakikatnya suatu
negara yang maju adalah akibat dari sistem ekonomi yang ‘bonafit’ dan sesuai
dengan kultur masyarakatnya.®

Keberhasilan Majapahit menggapai puncak kejayaannya serta menjadikan
seluruh masyarakatnya sejahtera secara merata tentu menjadi sebuah fakta yang
menarik dan patut untuk dicontoh oleh negara modern, tidak terkecuali negara
Indonesia yang masih belum mampu mengantarkan rakyatnya keluar dari jurang
kemiskinan yang jauh dari kata sejahtera, padahal sebuah kesejahteraan adalah

salah satu tujuan dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

® Irham Rosdyidi, “Reaktualisasi Model Formulasi Norma Hukum Berbasis Asas
Kejujuran Konstitusi Kerajaan-Kerajaan di Nusantara ke Dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 (Kerajaan Pagarruyung, Kasunanan Surakarta, Kerajaan Bone,
dan Kesultanan Tidore)”, Disertasi Doktor, Universitas Brawijaya Malang, 2015, him. 1.

® Lihat Ali Rama, “Analisis Kesesuaian Konstitusi Ekonomi Insonesia terhadap Ekonomi
Islam”, Jurnal al-Igtishad, Volume 6, Nomor 1. Januari 2014, him. 20.



Tentu tidak dapat dipungkiri bahwa realitas historis berdirinya Negara
Republik Indonesia tidak terlepas dari kekayaan sejarah yang mempengaruhinya.
Secara periodik, negara Indonesia saat ini merupakan kelanjutan dari kerajaan
Majapahit di masa lalu, begitupun hari-hari selanjutnya adalah kelanjutan dari hari
ini. Oleh karena itu, Indonesia sebagai bangsa yang besar, tentu tidak sepatutnya
jika meninggalkan secara keseluruhan peninggalan sejarah nenek moyang yang
memiliki pengaruh signifikan terhadap berdirinya negara Indonesia.

Hakikatnya, bangsa Indonesia memiliki hubungan yang sangat erat dengan
sejarah Nusantara. Hal ini dapat dibuktikan dengan semboyan Bhinneka Tunggal
Ika'® yang sampai saat ini masih dijunjung tinggi sebagai semboyan negara
Indonesia, merupakan hasil adopsi dari salah satu kitab klasik karya Mpu Tantular
pada masa kerajaan Majapahit bernama kitab Sutasoma.™* Semboyan Bhinneka
Tunggal lka adalah bukti nyata bahwa sejarah Majapahit peernah menorehkan
namanya sebagai kerajaan yang besar, sejahtera dan makmur.

Fakta kejayaan Majapahit dengan kemampuan tata kelola negara yang baik
termasuk dalam bidang ekonomi hingga mampu membawa seluruh rakyatnya
merasakan kesejahteraan dalam suatu negara membuktikan bahwa Majapahit
lebih maju dari pada negara Indonesia saat ini, khususnya dalam hal tata kelola di
bidang ekonomi guna mencapai kesejahteraan umum yang dapat dirasakan oleh

semua rakyat Indonesia.

19 Sebelum Indonesia merdeka dan menggunakan semboyan ini sebagai semboyan negara,
kerajaan Majapahit telah menerapkan semboyan yang ada dalam kakawin Sutasoma karya Mpu
Tantular ini. Dengan menerapkan semboyan inilah, kerajaan Majapahit mampu mengelola
keragaman dalam kerajaan menjadi suatu kekuatan yang mengantrakannya menjadi kerajaan yang
besar, tersohor dan paling disegani di kawasan Asia Tenggara.

! Tantular, Kakawin Sutasoma, Terj. Dwi Woro R. dan Hastho Bramantyo, Kakawin
Sutasoma Mpu Tantular (Jakarta: Komunitas Bambu, 2009), him. xvi.



Kemudian fakta Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara
Indonesia yang sampai saat ini masih tetap diakui dan dipegang teguh oleh bangsa
ini menunjukkan bahwa nilai-nilai Kklasik yang dimiliki pendahulu bangsa ini
adalah sesuai dengan karakter dan jiwa bangsa Indonesia. Selain Bhinneka
Tunggal Ika yang diadopsi oleh Indonesia sebagai semboyan negara, tentu masih
terdapat peninggalan lain yang patut juga diadopsi oleh bangsa Indonesia, salah
satunya adalah sistem ekonomi dalam kerajaan Majapahit yang mampu
berkontribusi dalam mengantarkan Majapahit menuju puncak kejayaan dan
kesejahteraan.

Menurut Ali Rama, suatu sistem ekonomi dalam suatu wilayah harus
cocok dengan masyarakat pada wilayah tersebut.> Senafas dengan Ali, Von
Savigni berpendapat bahwa hukum merupakan perwujudan dari kesadaran
masyarakat dan semua hukum berasal dari adat istiadat dan kepercayaan dan
bukan berasal dari pembentukan undang-undang™. Karena agar aturan hukum
berlaku secara optimal, muatan aturannya harus didasarkan pada tradisi, horma,
dan nilai-nilai lokal yang berlaku dalam suatu negara.

Berdasarkan pemaparan di atas, penting dilakukan suatu kajian terhadap
pengaturan dan sistem ekonomi dalam kerajaan Majapahit sebagai upaya agar
ketentuan dalam sistem ekonomi Majapahit menjadi kontribusi penting terhadap
perubahan pengaturan UU No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli.
dengan harapan kontribusi dari sistem ekonomi Majapahit tersebut mampu

menanggulangi berbagai persoalan perekonomian nasional yang dihadapi oleh

12 Ali Rama, “Analisis Kesesuaian Konstitusi Ekonomi...”, him. 20.
13 Soerjono Soekanto, Pengantar Sejarah Hukum, (Bandung: Alumni, 1983), him. 26.



bangsa Indonesia demi tercapainya salah satu tujuan dan cita-cita bangsa, yaitu
kesejahteraan sosial.
B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, rumusan masalah dalam
penelitian ini ialah:

1. Apa kelemahan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan
Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat?

2. Apa kontribusi sistem ekonomi kerajaan Majapahit terhadap Undang-
undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Untuk mengetahui dan menganalisis kelemahan Undang-undang Nomor 5
Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha
Tidak Sehat.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kontribusi sistem ekonomi Majapahit
terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
D. Kajian Pustaka

Terdapat beberapa kajian kepustakaan yang sama-sama mengkaji seputar
hukum persaingan usaha di Indonesia dan kerajaan Majapahit. Penelitian terbaru
dilakukan oleh Rai Mantili, Hazar Kusmayanti, dan Anita Afrina dengan judul
“Problematika Penegakan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dalam Rangka

Menciptakan Kepastian Hukum”. Penelitian ini dimuat dalam Padjadjaran Jurnal



lImu Hukum Volume 3 Nomor 1 Tahun 2016. Hasil penelitian ini
memperlihatkan gambaran pelaksanaan putusan persaingan usaha dalam praktik
dalam tinjauan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta mengidentifikasi kendala-
kendala dan upaya dalam penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia agar
tercipta kepastian hukum.**

Selanjutnya, pada tahun yang sama, Muwaffiq Jufri melakukan penelitian
dalam rangka penyusunan tesis pada Program Studi Magister lImu Hukum
Universitas Brawijaya Malang, berjudul “Kontribusi Konstitusi Madinah Dan
Konstitusi Nagarakretagama Terhadap Rancangan Amandemen Kelima Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Terkait Hak Dan
Kebebasan Beragama”. Penelitian ini berhasil mengidentifikasi berbagali
kelemahan dalam pengaturan hak dan kebebasan beragama dalam UUD NRI 1945
dan menampilkan konsep pengaturan hak dan kebebasan beragama dalam
Konstitusi Madinah dan Konstitusi Majapahit sebagai bahan pertimbangan yang
diharapkan dapat dikontribusikan terhadap rancangan amandemen ke-lima UUD
NRI 1945 terkait hak dan kebebasan beragama.™

Selanjutnya penelitian dilakukan oleh Bhismoadi Tri Wahyu Faizal dalam
rangka penyusunan skripsi pada Program Studi Hukum Bisnis Syariah, Fakultas

Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2016,

4 Rai Mantili, Hazar Kusmayanti, Anita Afrina, ‘“Problematika Penegakan Hukum
Persaingan Usaha di Indonesia dalam Rangka Meciptakan Kepastian Hukum”, Padjadjaran Jurnal
limu Hukum, VVolume, 3, Nomor, 1, Tahun 2016

° Muwaffiq Jufri, “Kontribusi Konstitusi Madinah Dan Konstitusi Nagarakretagama
Terhadap Amandemen Kelima Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Terkait Hak Dan Kebebasan Beragama, Tesis, Universitas Brawijaya Malang, 2016.
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dengan judul “Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Konstitusi
Majapahit”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam kerajaan
Majapahit terdapat kitab perundang-undangna yang biasa disebut dengan kitab
Kutara Manawa dan sebagian Pasal yang mengatur aktifitas ekonomi pada masa
itu mengandung prinsip-prinsip syariah.*®

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Isno, seorang dosen pada
Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Raden Wijaya Mojokerto berjudul “Pendidikan
Islam Masa Majapahit Dan Dakwah Syekh Jumadil Kubro”. Penelitian ini dimuat
dalam Jurnal Pendidikan Agama Islam Volume 03, Nomor 01, Mei 2015. Hasil
penelitian dalam kajian ini menunjukkan bahwa agama Hindu dan Budha yang
berkembang di Majapahit ternyata hanya banyak dianut oleh keluarga kerajaan.
Sedangkan arus grass root tetap melestarikan keyakinan mereka yakni Kapitayan.
Ajaran-ajaran dalam Kapitayan memiliki kemiripan dengan ajaran Islam.
Disinilah kearifan yang ditunjukkan Ulama terdahulu, mereka tidak memaksakan
konsep Islam secara utuh, melainkan dengan bijak para ulama membiarkan
tradisi-tradisi yang sudah melekat pada masyarakat dengan secara perlahan
memasukkan ajaran Islam ke dalam budaya mereka.’

Pada tahun 2014, Sukawati Susetyo yang aktif di Pusat Arkeologi
Nasional melakukan penelitian berjudul “Pengaruh Peradaban Majapahit Di
Kabupaten Bima Dan Dompu”. Penelitian ini akhirnya diterbitkan dalam Jurnal

Forum Arkeologi Nasional Volume 27, Nomor 2, Agustus 2014. Hasil Penelitian

'® Bhismoadi Tri Wahyu Faizal, “Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam
Konstitusi Majapahit”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016.

" Isno, “Pendidikan Islam Masa Majapahit Dan Dakwah Syekh Jumadil Kubro”, Jurnal
Pendidikan Agama Islam, Volume 03, Nomor 01, Mei 2015.
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ini menyimpulkan bahwa pengaruh kerajaan Majapahit di Bima dan Dompu
sangat sedikit atau tidak terlalu melekat. Hal ini dikarenakan masyarakat Bima
sangat kuat dalam menerapkan adat yang ada sejak masa ncuhi.'®

Pada tahun 2007, Pandu Soetjitro melakukan penelitian dalam rangka
memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Progam Studi
lImu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, dengan judul
“Praktik Monopoli di Indonesia Pra dan Pasca Undang-undang Nomor 5 Tahun
1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat”.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebenarnya monopoli dan persaingan
dapat berjalan secra beriringan dalam kegiatan bisnis, karena monopoli bisa
bersifat “natural”, yakni dari kegiatan bisnis yang kecil dapat menjelma menjadi
bisnis besar atau sekaligus bisnis raksasa. Hanya kendalanya Industri Kecil di
Indonesia masih berjalan secara tradisional dan kurang “greget” mencari akses
untuk modal maupun pemasarannya.*®

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Purwadi, Pakar Budaya Jawa
dari Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta dengan judul
“Sistem Tata Negara Kerajaan Majapahit”. Penelitian ini dimuat dalam Jurnal
Konstitusi Volume 3, Nomor 4, Desember 2006. Hasil Penelitian ini
menghadirkan sebuah temuan bahwa kerajaan Majapahit merupakan sebuah
kerajaan yang roda pemerintahannya didasarkan terhadap konstitusi. Berdasarkan

beberapa teori tentang konstitusi, kerajaan Majapahit termasuk kerajaan yang

'8 Sukawati Susetyo, “Pengaruh Peradaban Majapahit DI Kabupaten Bima Dan Dompu”,
Jurnal Forum Arkelogi Nasional, Volume 27, Nomor 2, Agustus 2014.

19 Pandu Soetjitro, “Praktik Monopoli di Indonesia Pra dan Pasca Undang-undang Nomor
5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di
Indonesia”, Tesis, Universitas Diponegoro Semarang, 2007.
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konstitusional karena materi muatan dalam kerajaan Majapahit memenuhi syarat
konstitusi.?’

Selanjutnya, pada tahun 2001, Hery Santosa melakukan penelitian sebagai
tugas akhir (tesis) pada Program Pascasarjana Fakultas limu Budaya Universitas
Indonesia dengan judul “Fungsi Agama Dalam Pemerintahan Pada Masa
Kejayaan Majapahit (Abad Ke-14 Masehi)”. Pada masa kejayaan kerajaan
Majapahit, tampak masyarakatnya bersifat agamis. Dengan artian, segala kegiatan
dan aktivitas dalam kehidupan sehari-harinya diwarnai oleh unsur agama.
Pemerintah yang menyadari keanekaragaman agama pada waktu itu,
memanfaatkan fungsi agama secara maksimal, dan mengakui peran agama dalam
kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pada kenyataannya, agama dapat
memberi sumbangan yang cukup besar dalam menuju puncak kejayaan suatu
negara atau kerajaan, dan kerajaan Majapahit telah membuktikannya. Hal ini
dapat dibuktikan dengan tingginya sikap toleransi antar ummat beragama dalam
kerajaan Majapahit.?

Berdasarkan uraian dari tinjauan pustaka atau penelitian terdahulu di atas,
menurut penulis belum ada kajian yang melahirkan gagasan berupa kontribusi
sistem ekonomi kerajaan Majapahit terhadap perubahan pengaturan Undang-
undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan
Usaha Tidak Sehat. Berdasarkan hal di atas, maka orisinalitas dari penelitian ini

dapat dipertanggung jawabkan.

% pyrwadi, “Sistem Tata Negara Kerajaan Majapahit”, Jurnal Konstitusi, Volume 3,
Nomor 4, Desember 2006.

2! Hery Santosa, “Fungsi Agama Dalam Pemerintahan Pada Masa Kejayaan Majapahit
(Abad Ke-14 Masehi)”, Tesis, Universitas Indonesia, 2001.
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E. Kerangka Teori

1. Teori Efektivitas Hukum

Teori efektivitas hukum dipopulerkan oleh beberapa pakar hukum
terkemuka yaitu Bronislaw Malinowski, Lawrence M. Friedman, Soerjono
Soekanto, Clearence J. Dias, Howard, dan Mummers.?> Penyajian teori
efektivitas dalam Bronislaw Malinowski adalah teori efektivitas pengendalian
sosial atau hukum. Lebih lanjut Bronislaw Malinowski menyajikan teori
efektivitas hukum dengan menganalisis tiga masalah yang meliputi:

a. Dalam masyarakat modern, tata tertib kemasyarakatan dijaga antara
lain oleh suatu sistem pengendalian sosial yang bersifat memaksa,
yaitu hukum, untuk melaksanakannya hukum didukung oleh suatu
sistem alat-alat kekuasaan (kepolisian, pengadilan, dan sebagainya)
yang diorganisasi oleh suatu negara.

b. Dalam masyarakat primitf alat-alat kekuasaan serupa itu kadang-
kadang tidak ada.

c. Dengan demikian apakah dalam masayarakat primitif tidak ada
hukum.

Efektivitas hukum dalam suatu masyarakat menurut Bronislaw
Malinowski dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu masyarakat modern
dan masyarakat primitif. Masyarakat modern merupakan masyarakat yang
perekonomiannya didasarkan pada pasar secara luas, spesialisasi di bidang
industri dan pemakaian teknologi canggih. Dalam masyarakat modern,
hukum vyang dibuat dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang itu
ditegakkan oleh kepolisian, pengadilan, dan sebagainya.

Adapun masyarakat primitif menurut Bronislaw adalah masyarakat

yang mempunyai sistem ekonomi yang sederana dan dalam masyarakat

%2 Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, “Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian
Tesis dan Disertasi” (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013), him. 304.



14

primitif tidak mengenal alat-alat kekeuasaan sebagaimana telah dijelaskan
sebelumnya, yaitu meliputi kepolisian, pengadilan, dan perangkat lain yang
bertugas dalam penegakan hukum.?®

Lawrence M Friedman mengemukakan bahwa dalam rangka mencapai
tegaknya hukum secara optimal, maka terdapat tiga unsur yang harus
diperhatikan dan dijadikan pedoman dalam penegakan hukum. Ketiga unsur
tersebut meliputi struktur, substansi, dan budaya hukum. Struktur sistem
hukum terdiri dari:**

a. Unsur-unsur jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (yaitu

jenis kasus yang mereka periksa dan bagaimana serta mengapa);
b. Cara naik banding dari satu pengadilan ke pengadilan lainnya; dan
c. Bagaimana badan legislatif ditata, berapa banyak orang yang duduk

di Komisi Dagang Fideral, apa yang boleh dan tidak boleh
dilakukan, prosdur yang harus diikuti.

Unsur yang kedua yaitu substansi hukum, adapun yang dimaksud
dengan substansi yaitu meliputi:
a. Aturan, norma, dan perilaku nyata manusia yang berada dalam
sistem hukum;
b. Produk yang dihasilkan oleh orang yang berada di dalam sistem

hukum itu keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang
mereka susun.

Budaya hukum sebagai sikap-sikap dan nilai-nilai yang ada hubungan
dengan hukum dan sistem hukum. Dalam hal ini adalah sikap-sikap dan nilai-
nilai yang memberikan pengaruh positif maupun pengaruh yang negatif

kepada tingkah laku yang berkaitan dengan hukum. Budaya hukum

% Ibid., him. 305.
% Lawrence M. Friedman, A Legal Sistem A Social Science Perspective, Terj. M.
Khozim, Sistem Hukum Perspektif limu Sosial (Bandung: Nusa Media, 2009), him. 7-9.
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dibedakan menjadi dua macam, yaitu kultur hukum eksternal dan kultur
hukum internal.®

Kultur hukum eksternal adalah kultur hukum yang ada pada populasi
umum. Sedangkan kultur hukum internal adalah kultur hukum para anggota
masyarakat yang menjalankan tugas-tugas hukum yang terspesialisasi. Semua
masyarakat memiliki kultur hukum, tetapi hanya masyarakat dengan para
spesialis hukum yang memiliki suatu kultur hukum internal.

Teori efektivitas hukum dalam Lawrence M. Friedman lebih
menekankan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menegakkan suatu aturan
atau hukum berdasarkan tiga unsur yang telah diuraikan di atas, agar aturan
atau hukum yang dibuat benar-benar berlaku secara optimal dan efektif.
Ringkasnya dapat dipahami bahwa pembentukan dan penegakan hukum
berdasarkan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M.
Friedman harus memperhatikan struktur hukum itu sendiri, substansinya, dan
budaya hukum yang berkembang dalam masyarakat.

Pakar hukum Indonesia Soerjono Soekanto juga memiliki argumen
terkait efektivitas hukum. Soerjono Soekanto berpendapat bahwa efektif
adalah taraf sejaunh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Lebih
lanjut Soerjono menjelaskan bahwa hukum dapat dikatakan efektif apabila
terdapat dampak hukum vyang positif, pada saat itu hukum mencapai

sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga

menjadi perilaku hukum.

5 |pid., him. 293.
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Sehubungan dengan persoalan efektivitas hukum, pengidentikan hukum
tidak hanya dengan unsur paksaan eksternal, namun juga dengan proses
pengadilan. Ancaman paksaan juga merupakan salah satu unsur yang mutlak
ada agar suatu kaidah dapat dikategorikan sebagai hukum. Oleh karenanya,
unsur paksaan dalam penegakan hukum memiliki hubungan yang erat dengan
efektif atau tidaknya suatu ketentuan atau aturan hukum.*®

Sifat memaksa dalam hukum merupakan sebuah daya kerja dari hukum
tersebut dalam mengatur masyarakat yang tunduk kepada suatu hukum,
sehingga tujuan yang hendak dicapai dari dibentuknya suatu hukum dapat
terlaksana. Dengan demikian, maka dapat dikatakan bahwa penerapan dan
penegakan hukum tersebut telah berjalan secara efektif. Hal ini dikarenakan
suatu hukum atau peraturan perundang-undangan dapat dikatakan efektif
apabila warga masyarakatnya berperilaku sesuai dengan yang diharapkan dan
dikehendaki oleh ketentuan dalam peraturan perundang-undangan itu.

Menurut Soerjono Soekanto, efektif atau tidaknya suatu aturan hukum
dapat ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:*’

a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang);

b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk

maupun menerapkan hukum;

c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;

d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut

berlaku atau diterapkan;

e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang
didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

% Soerjono Soekanto, Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi, (Bandung: CV. Ramadja
Karya, 1988), him. 80.

%" Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengakan Hukum, (Jakarta:
PT. Raja Grafindo Persada, 2008), him. 8.
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Faktor-faktor di atas memiliki hubungan yang erat agar suatu hukum
atau peraturan perundang-undangan dapat mencapai tujuan yang
dikehendakinya, sehingga efektivitas hukum dalam suatu peraturan
perundang-undangan telah dicapai dengan baik. Selain itu, kelima faktor yang
dikemukakan oleh Soerjono Soekanto sebagaimana dimaksud di atas juga
merupakan tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum.

Secara ringkas, Soerjono Soekanto membagi ukuran dari faktor-faktor
efektivitas hukum di atas ke dalam 3 (tiga) elemen, namun dari masing-
masing elemen yang dimaksud, dijabarkan lebih spesifik dari kandungan
yang terdapat dalam setiap elemen. Ukuran efektivitas pada elemen pertama
yaitu meliputi:*®

a. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu
sudah cukup sistematis;

b. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan sudah
cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada
pertentangan;

c. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur
bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi;

d. Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan
persyaratan yuridis yang ada.

Pada elemen kedua, yang menentukan efektif atau tidaknya kinerja
hukum tertulis adalah aparat penegak hukum. Artinya, peranan aparatur yang
handal dalam melaksanakan tugasnya dengan baik akan menjadi tombak
dalam menentukan suatu aturan hukum tertulis dapat berjalan efektif atau
tidak atau bahkan sebaliknya. Kehandalan yang dimaksud di atas yaitu

meliputi keterampilan profesional dan mempunyai mental yang baik.

%8 Soerjono Soekanto, Penegakan Hukum (Bandung: Bina Cipta, 1983), him. 80.
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Menurut Soerjono Soekanto, masalah yang berpengaruh terhadap efektivitas
hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada hal-hal
berikut:?®

a. Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang

ada;

b. Sampai sejauh mana petugas diperkenankan memberikan
kebijaksanaan;

c. Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada
masyarakat;

d. Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan
yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas
yang tegas pada wewenangnya.

Pada elemen ketiga, dijelaskan tersedianya fasilitas yang berwujud
sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana di dalam melaksanakan tugasnya.
Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang
digunakan sebagai alat untuk mencapai efektifitas hukum. Fasilitas tersebut
menurut Soerjono Soekanto harus benar-benar memberikan kontribusi untuk
kelancaran tugas-tugas aparat di tempat atau lokasi kerjanya.

Selain beberapa elemen pengukur efektivitas yang digantungkan
terhadap aparat sebagaimana telah dijabarkan di atas, terdapat pula beberapa
elemen pengukur efektifitas yang tergantung dari kondisi masyarakat, yaitu;

a. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan walaupun

peraturan itu baik;

b. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan walaupun

peraturan sangat baik dan aparat sudah sangat berwibawa;

c. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan walaupun

peraturannya baik, petugas aparat berwibawa serta fasilitas
mencukupi.

Berdasarkan berbagai elemen terkait faktor-faktor dalam efektivitas

hukum di atas, dapat dipahami bahwa disiplin serta kepatuhan masyarakat

2 |bid., him. 82.
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terhadap hukum adalah tergantung pada motivasi yang muncul secara internal
dari setiap individu yang menjadi elemen terkecil dari komunitas sosial.
Dalam hal ini, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum menjadi salah
satu parameter terkait efektif tidaknya suatu aturan hukum diberlakukan.

Adapun kepatuhan masyarakat terhadap hukum dapat dipengaruhi oleh
berbagai sebab, baik itu yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal.
Kondisi internal muncul atas dorongan tertentu dari setiap individu
masyarakat baik itu berupa dorongan positif yang dapat menggerakkan
seseorang untuk melakukan sesuatu yang bersifat positif terhadap hukum
maupun sebaliknya.

Sedangkan kondisi eksternal muncul atas adanya tekanan dari luar yang
mengharuskan warga masyarakat untuk tunduk kepada hukum. Secara umum,
keterpaksaan masyarakat tunduk kepada hukum disebabkan karena adanya
sanksi yang menimbulkan rasa takut atau tidak nyaman sehingga lebih
memilih untuk tidak melakukan pelanggaran terhadap hukum yang berlaku.
Kondisi seperti ini biasanya hanya bersifat sementara.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum dapat
berjalan secara optimal dan efektif jika masing-masing faktor yang
mempengaruhi efektivitas hukum itu dapat saling melengkapi satu sama lain,
baik itu dari aturannya sendiri, para aparatur penegak hukum, sarana dan
prasarana, kondisi sosial masyarakat serta sosialisasi dari aturan hukum

tersebut.



20

Senafas dengan hal di atas, Romli Atmasasmita juga berpendapat
bahwa faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tidak
hanya terletak pada sikap mental aparatur penegak hukum (hakim, jaksa,
polisi, dan penasihat hukum) saja, melainkan juga terletak pada faktor
sosialisasi hukum yang sering diabaikan.*

2. Teori Perubahan Hukum

Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa salah satu sifat hukum adalah
bersifat kaku. Kekakuan dari sebuah aturan hukum memang banyak
memberikan suatu kepastian hukum. Namun di sisi lain, kekakuan suatu
aturan hukum juga dapat menyebabkan timbulnya keadaan-keadaan yang
lain, salah satunya adalah timbulnya kesenjangan di antara keadaan-keadaan,
hubungan-hubungan, serta peristiwa-peristiwva dalam masyarakat dan
pengaturannya oleh hukum formal itu.*

Dengan artian, hukum yang bersifat kaku selain dapat membawa
kepastian hukum, dapat juga menyebabkan suatu kesenjangan dalam
masyarakat. Hakikatnya, perubahan hukum berawal dari adanya suatu
kesenjangan. Apabila kesenjangan tersebut telah mencapai tingkatnya yang
tertinggi, maka menurut Satjipto Rahardjo tuntutan bagi terjadinya perubahan
hukum semakin mendesak dan bahkan dibutuhkan untuk merespon
kesenjangan yang timbul akibat kekakuan hukum. Tingkat kesenjangan

sebagaimana dimaksud di atas ditandai oleh tingkah laku anggota-anggota

% Romli Atmasasmita, Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum,
(Bandung: Mandar Maju, 2001), him. 55.

! Satjipto Rahardjo, Hukum dan Perubahan Sosial-Suatu Tinjauan Teoretis serta
Pengalaman-pengalaman di Indonesia (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), him. 51.
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masyarakat yang tidak lagi merasakan kewajiban-kewajiban yang dituntut
oleh hukum sebagai sesuatu yang harus dijalankan.*

Menurut Ahmad Musthafa dalam Abdul Manan mengemukakan
bahwa sebuah hukum dibuat dan diundangkan untuk kepentingan manusia.
Namun di sisi lain, kepentingan antara manusia satu dengan manusia yang
lain tidaklah sama. Oleh karenanya, jika sebuah hukum terbentuk ketika
dirasa hukum tersebut dibutuhkan oleh masyarakat dalam keadaan tertentu,
maka hal yang sangat bijaksana jika kebutuhan itu tidak lagi dibutuhkan
adalah dengan mengubah hukum tersebut dan disesuaikan dengan kondisi
zaman.®

Suatu perubahan hukum memang diperlukan demi merespon kendala-

kendala yang timbul di masyarakat, namun dalam perubahannya, hukum
diharapkan dapat memberikan jaminan yang lebih baik bagi masyarakat dan
keberadaannya juga harus sesuai dengan perkembangan zaman pada saat
hukum itu diperbaharui, maka agar hukum yang baru dapat berjalan dan
berlaku secara efektif di tengah-tengah masyarakat, Abdul Manan
menyatakan bahwa dalam melakukan perubahan hukum, haruslah
memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:*

1. Perubahan hukum itu tidak dilakukan secara parsial, melainkan harus
menyeluruh, terutama kepada doktrin, norma-norma yang tidak
sesuai dengan kondisi zaman;

2. Perubahan itu juga harus mencakupi dalam cara penerapannya. Pola
pikir yang statis dalam cara penerapan hendaklah ditinggalkan,

kemudian cara-cara penafsiran hukum yang tidak melihat
perkembangan zaman;

32 H

Ibid.
¥ Abdul Manan, Aspek-Aspek Pengubah Hukum (Jakarta: Kencana, 2013), him. 3.
* Ibid., him. 4-5.
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3. Harus juga diadakan pada kaidah (aturan) yang sesuai dengan
falsafah hidup bangsa Indonesia. Agar kaidah (aturan) yang
diperbaharui itu dapat dipatuhi oleh masyarakat, maka dalam kaidah
(aturan) itu harus memuat sanksi dan daya paksa dan untuk itu harus
dibuat oleh instansi yang berwenang.

Menurut Andi Kasmawati, perubahan hukum dapat dilakukan dengan
tetap memperhatikan aspek-aspek yang melatar belakanginya. Suatu hukum
atau perundang-undangan dibuat untuk memenuhi rasa keadilan, ketertiban,
dan kemanfaatan bagi masyarakat dan pemerintah, atau seluruh komponen
masyarakat, sehingga menjadi hukum yang netral.*

Sedangkan menurut Teuku Mohammad Radhie sebagaimana dikutip
oleh Abdul Manan menyatakan bahwa pembaruan hukum yang dilaksanakan
di Indonesia hendaknya harus berada dalam bingkai pembinaan hukum
Nasional. Dengan artian, pembinaan hukum Nasional di sini merupakan
usaha-usaha kodifikasi di segala bidang hukum, yakni hukum perdata, hukum
pidana, hukum acara dan hukum lainnya jika dirasa perlu.*®

Termasuk juga dalam pengertian pembinaan hukum Nasional adalah
usaha pembaruan hukum secara sektoral di berbagai bidang hukum yang
mendesak. Ruang lingkup pembinaan hukum Nasional termasuk juga instansi
penegak hukum dan prosedurnya. Dengan demikian, maka pembaruan hukum
akan bersifat komprehensif dalam rangka menuju pembentukan sistem hukum
Nasipnal sebagai jati diri bangsa Indonesia. Menurut Abdul Manan, para ahli

hukum sepakat bahwa hukum itu harus bersifat dinamis dan tidak boleh statis

* Andi Kasmawati, “Politik Hukum, Aspek, dan Teori Perubahan Peraturan Perundang-
undangan Pemerintahan Daerah”, Jurnal Humanis Universitas Negeri Makassar, Volume XIlI,
Nomor 1, Januari 2011, him. 16-17.

% Abdul Manan, Aspek-Aspek Pengubah, him. 5.
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serta harus dapat mengayomi masyarakat. Hukum harus dapat dijadikan
penjaga ketertiban, ketentraman, dan pedoman tingkah laku dalam kehidupan
masyarakat.*’
3. Teori Sejarah Hukum

Berbicara seputar sejarah hukum tentunya tak akan lepas dari sebuah
teori yang dipopulerkan oleh bapak sejarah hukum sebagai ilmu pengetahuan
yaitu Friedrich Carl Von Savigny.® Teori yang dikemukakan Von Savigny
sebagaimana dimaksud di atas adalah teori Historical Jurisprudence.

Kemunculan teori historical jurisprudence ini marupakan sebuah reaksi
terhadap rasionalisme abad ke-18 yang didasarkan pada hukum alam,
kekuatan akal dan prinsip-prinsip dasar, yang kesemuanya berperanan pada
filsafat hukum, terutama mengandalkan pada jalan fikiran deduktif tanpa
memperhatikan fakta sejarah, kekhususan-kekhususan nasional, maupun
kondisi sosial. Selain itu, kemunculan teori ini juga disebabkan dengan
adanya semangat revolusi Perancis yang menentang wewenang dan tradisi,
dengan misi kosmopolitannya.

Menurut Soerjono Soekanto, masalah konkrit yang menimbulkan
pikiran dasar dari aliran historical jurisprudence adalah masalah kodifikasi

hukum Jerman setelah masa Napoleon Bonaparte. Seorang guru besar pada

*"Ibid., him. 6.

% Friedrich Carl Von Savigny hidup antara tahun 1779-1861. Dia adalah seorang Jerman
yang menimba ilmu dan mendapat pendidikan hukum di Marburg, kemudian dia menjadi guru
besar. Pada tahun 1810 dia diangkat menjadi guru besar ilmu hukum di Universitas Berlin yang
baru didirikan pada saat itu. Kiprahnya di Universitas Berlin selama 32 tahun, kemudian diangkat
menjadi anggota Akademi llmu Pengetahuan Prusia, dan pada tahun 1842 dia diangkat menjadi
Menteri Kehakiman dan mengundurkan diri pada tahun 1818. Lihat Soerjono Soekanto dalam
Pengantar Sejarah Hukum.
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Universitas Heidelberg yang bernama Tibaut sangat terpengaruh oleh
kodifikasi hukum Perancis. Dia menganjurkan agar diadakan kodifikasi
hukum Jerman. Di belakang masalah ini, sebetulnya terjadi pertentangan
nilai-nilai, yaitu antara nilai tradisi dengan akal, sejarah dengan renovasi, dan
seterusnya.®

Kemunculan hukum dalam teori historical jurisprudence adalah
ditemukan, bukan dibuat. Pada dasarnya, pertumbuhan hukum merupakan
sebuah perkembangan organis yang tidak disengaja. Oleh Kkarena itu,
perundang-undangan dinilai lebih rendah dari pada kebiasaan atau adat
istiadat.

Selain itu, tidak ada hukum yang bersifat universal, karena hukum
timbul dari masyarakat yang mempunyai ciri-ciri yang khas. Dalam hal ini,
Von Savigny sangat dipengaruhi oleh hasil studinya terhadap hukum Romawi
yang berkembang menurut kebutuhan masyarakatnya, baru kemudian
dikodifikasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dari uraian di atas, jelaslah
bahwa Von Savigny mengembangkan sejarah hukum sebagai metode maupun
sebagai ilmu pengetahuan.

Kegiatan untuk mendapatkan pengetahuan tentang gejala-gejala hukum
atau fakta hukum sebenarnya telah berlangsung lama. Hal ini dapat
dibuktikan dengan pernyataan Van Apeldoorn sebagaimana dikutip oleh
Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa sejak dahulu telah diadakan

kegiatan-kegitan untuk mengumpulkan dan kemudian membuat deskripsi

% Soerjono Soekanto, Pengantar Sejarah Hukum (Bandung: Alumni, 1983), him. 26.
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tentang aturan-aturan atau kaedah-kaedah hukum dan lembaga-lembaga
hukum dari masa lampau.*® Hal inilah yang kemudian disebut oleh Van
Apeldoorn sebagai dasar atau fundamen dari sejarah hukum itu sendiri.

Menurutnya, pokok masalah dari sejarah hukum bukan hanya seputar
keadaan pada masa lampau, namun lebih dari itu kajian sejarah hukum
dituntut untuk mengetahui bagaimana hal ikhwal atau keadaan di masa
lampau itu bisa terjadi. Lebih lanjut VVan Apldoorn dalam Soerjono Soekanto
menjelaskan bahwa hukum akan senantiasa berubah dan berkembang, karena
hukum merupakan bagian dari kehidupan manusia, dan setiap kehidupan pasti
mengalami perubahan atau perkembangan.

Perkembangan hukum sebagaimana dimaksud di atas dapat diartikan
bahwa terdapat perubahan dan terdapat stabilitas dalam hukum. Mengenai
penyebab hukum itu berubah karena memiliki hubungan timbal balik dengan
bidang-bidang kehidupan yang lain. Adanya perubahan dan tidak berlakunya
hukum berkaitan erat dengan faktor-faktor ekonomis, politis, agama dan
sebagainya.

Dari uraian di atas, maka dapat dipahami bahwa hukum itu senantiasa
berkembang dari waktu ke waktu. Hal ini berarti hukum yang ada pada masa
kini memiliki hubungan dengan hukum pada masa lampau. Atau dapat pula
diartikan bahwa hukum pada masa kini merupakan kelanjutan atau

kontinuitas dari hukum di masa lampau.

“ Ibid., him. 29. dst...
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Setelah melewati berbagai argumen dari kedua pakar hukum mengenai
sejarah hukum, patut Kiranya jika disertakan pula teori terbentuknya hukum
yang dikmukakan oleh John Gilissen.* Menurutnya terbentuknya hukum
tidak lepas dari dua aspek yang sangat berpengaruh dalam kehidupan
masyarakat, dua aspek sebagaimana dimaksud di atas adalah kebiasaan
hukum dan penguasa umum atau negara.*?

Kebiasaan dalam arti umum tidak lain adalah suatu perbuatan ataupun
penahanan diri untuk melakukan sesuatu secara teratur oleh individu atau
sekelompok manusia. Terkait suatu kebiasaan yang dapat dikategorikan
sebagai kebiasaan hukum, maka terdapat beberapa hal yang harus dipenuhi,
diantaranya adalah:*®

a. Hal tersebut tidak boleh merupakan kebiasaan individual, melainkan
suatu kebiasaan kemasyarakatan.

b. Kebiasaan tersebut harus menyangkut suatu perbuatan (komisi) atau
penahanan (omisi) yang dalam kehidupan bermasyarakat
meluangkan berbagai kemungkinan.

c. Kebiasaan ini harus dialami oleh masyarakat sebagai sesuatu yang
yang mempunyai kekuatan mengikat.

d. Kebiasaan tersebut harus dikukuhkan oleh penguasa umum.

Sedangkan penguasa umum dalam hal ini memiliki peran yang sangat
penting dalam mewujudkan kebiasaan-kebiasaan sebagaimana diuaraikan di
atas untuk dijadikan sebagai norma hukum dalam kehidupan bermasyarakat.

Karena syarat agar sebuah kebiasaan dapat menjadi norma hukum dalam

1 John Gilissen adalah seorang Doktor dalam Ilmu Hukum dan Doktor dalam Ilmu
Sejarah. Beliau adalah Guru Besar pada Vrije Universiteit Brussel (dalam bahasa Belanda)
maupun di Universite Libre te Bruxelles (dalam bahasa Perancis). Selain itu, beliau juga menjabat
selaku oditur-jenderal pada Mahkamah Militer Belgia.

“2 Emeritus John Gilissen dan Emeritus Frits Gorle, Historische Inleiding tot het Recht,
Terj. F. Tengker, Sejarah Hukum — Suatu Pengantar, cet. ke-5 (Bandung: PT. Refika Aditama,
2011), him. 23-25.

* Ibid.
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kehidupan bermasyarakat diperlukan perantaraan seorang penguasa. Artinya,
pembentukan hukum dari sebuah kebiasaan dalam masyarakat menjadi norma
hukum tidak lepas dari intervensi seorang penguasa dalam suatu masyarakat.
4. Teori Istishab dalam Hukum Islam

Secara terminologi, istilah istishab berasal dari kata is-tash-ha-ba
(e>=isl) dalam yang bermakna (sl i <iul). Kata 4>l diartikan
“sahabat” atau “teman” dan kata L) <isl diartikan “selalu” atau “terus-
menerus”. Maka secra lughawi istishab berarti selalu menemani atau selalu
menyertai.*

Sedangkan secara terminologi, terdapat beberapa pengertian yang
dikemukakan oleh para ulama ushul figih dan para pemikir atau pakar Hukum
Islam tentang istiskab . Imam lbnu al-Subki dalam Husnul Haq
mendefinisikan bahwa istishab adalah menetapkan hukum atas masalah
hukum yang kedua berdasarkan hukum yang pertama karena tidak ditemukan
dalil yang merubahnya.*

Senada dengan hal di atas, Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah
mengemukakan bahwa istishab adalah melanggengkan hukum dengan cara
menetapkan hukum berdasarkan hukum yang sudah ada, atau meniadakan
hukum atas dasar tidak adanya hukum sebelumnya.*®

Selain itu, Sarmin Syukur berpendapat bahwa istishab  adalah

menetapkan berlakunya hukum sesuatu perkara yang telah ada pada masa

“ Amir Syarifuddi, Ushul Figh (Jakarta: Kencana, 2008), him. 364.
** Husnul Haq, “Penggunaan lstishdh dan Pengaruhnya Terhadap Perbedaan Ulama”,
Jurnal Hukum Islam Alhurriyah, Volume 02, Nomor 01, Januari-Juni 2017, him. 18-19.
46 i
Ibid.
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yang lalu sampai sekarang dan masa yang akan datang, sehingga terdapat
dalil yang merubahnya.*’ Senafas dengan Sarmin, Syamsul Anwar
menyatakan bahwa istishab berarti kelangsungan status hukum suatu hal di
masa lalu pada masa kini dan masa depan sejauh belum ada perubahan
terhadap status hukum tersebut.*®

Lebih lanjut Syamsul Anwar menguraikan macam-macam dari pada

istishab itu sendiri. Menurutnya, terdapat tiga macam istishab , yaitu
kelangsungan status hukum kebolehan umum, kelangsungan kebebasan asli,
dan kelangsungan hukum yang sudah ada.*® Secara rinci, uraian dari jenis-
jenis istishab sebagaimana dimkasud di atas adalah sebagai berikut:

a. Kelangsugan status hukum kebolehan umum, adalah bahwa segala
sesuatu di luar tindakan ritual ibadah asas umumnya adalah
kebolehan umum sampai ada dalil yang menunjukkan lain.
Dasarnya adalah firman Allah dalam al-Qur’an Surat al-Bagarah
Ayat 29:

Dlasas ¥ G L oS GIA (53 5
Berdasarkan ayat di atas, kemudian dirumuskan kaidah hukum
Isalm yang berbunyi:

ALY sl b JaY)

" Sarmin Syukur, Ilmu Ushul Figih Perbandingan-Sumber-Sumber Hukum Islam
(Surabaya: Al-lkhlas, 1993), him. 230.

“8 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah-Studi tentang Teori Akad dalam Fikih
Muamalat (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), him. 20.

“Ibid., him. 21.

%0 3S. Al-Bagarah (2): 29

* <Abdurrahman as-Sayuthi, Al-Asybah wa an-Nazair (Beirut: Dar al-Kutub, 1403 H),
him. 60
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b. Kelangsungan kebebasan yang asli, adalah bahwa :zimmah>
seseorang menurut status hukum yang asli adalah bebas dari beban-
beban dan kewajiban hukum sampai ada bukti yang menunjukkan
lain. Jenis istishab yang kedua ini termasuk dalam prinsip
kebebasan asli yang dirumuskan dalam kaidah hukum Islam yang
berbunyi:

S35 36 40 dual)

c. Kelangsungan hukum yang sudah ada, adalah bahwa status hukum
yang sudah ada di masa lampau terus berlaku hingga ada dalil yang
menentukan lain. Termasuk kategori ini adalah ketentuan peralihan
yang menyatakan bahwa ketentuan yang ada terus berlaku sampai
ada ketentuan baru yang menentukan lain.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa istishab
adalah menjadikan lestari suatu keadaan yang sudah ditetapkan pada masa
lalu sebelum ada dalil yang mengubahnya.>* Dalam hal ini adalah suatu
hukum yang telah ditetapkan pada masa lampau dipandang tetap berlaku
sebelum ada yang menghapusnya. Secara umum, tinjauan mengenai prinsip
isitishab dirumuskan dalam kaidah hukum Islam yang berbunyi:

Bl e 8L elsy Ja VI

%2 para ahli hukum Islam menyatakan bahwa zimmah adalah suatu wadah yang diandaikan
adanya oleh hukum syaRaih pada seseorang dan yang menampung hak-hak serta kewajiban-
kewajiban. Intinya, zimmah adalah tanggung jawab hukum seseorang.

%3 < Abdurrahman as-Sayuthi, Al-Asybah, hlm. 53.

% Sulaiman Abdullah, Sumber Hukum Islam-Permasalahan dan Fleksibilitasnya (Jakarta:
Sinar Grafika, 2004), him. 158.

% < Abdurrahman as-Sayuthi, Al-Asybah, him. 51.
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F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan
pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari,
mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan.® Adapun
metode penelitian ini  meliputi: jenis penelitian, sifat penelitian, teknik
pengumpulan data, sumber data, pendekatan penelitian, dan analisis bahan
hukum.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah

penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang didasarkan pada analisis

terhadap bahan-bahan pustaka sebagai sumber data, beberapa asas hukum

serta peraturan perundang-undangan yang digunakan untuk mengkaji,

mengetahui dan menganalisis kelemahan UU No. 5 Tahun 1999 tentang

Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di

Indonesia, dan untuk mengetahui kontribusi sistem ekonomi kerajaan

Majapahit terhadap perubahan pengaturan UU No. 5 Tahun 1999 tentang

Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di

Indonesia.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitik, yaitu sebuah
penelitian yang mendeskripsikan sistem ekonomi kerjaan Majapahit

kemudian dianalisis berdasarkan teori yang digunakan sebagai pisau

*®Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian (Jakarta: PT. Bumi Aksara,
2003), him. 1.
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analisa. Dalam hal ini, teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah
teori efektivitas hukum digunakan untuk menganalisis kelemahan dalam
Undang-undang Nomer 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli
dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, teori perubahan hukum atau perubahan
suatu aturan hukum dan atau perundang-undangan sebagai landasan
urgensi perubahan pengaturan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999
tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat,
dan teori sejarah hukum serta teori Istishab dalam sumber hukum Islam
digunakan untuk menganalisis kontribusi sistem ekonomi Majapahit
terhadap perubahan pengaturan Undang-undang Antimonopoli.
3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan
teknik studi kepustakaan sesuai dengan jenis penelitian yang telah
disebutkan di atas. Selain itu, untuk menguatkan bahan dan analisa data,
diperlukan wawancara terhadap berbagai pihak sesuai materi dan isu
hukum yang akan dikaji dan diteliti. Dalam hal ini, wawancara akan
dilakukan kepada para pihak yang memiliki pengetahuan dan kompetensi

khusus dalam bidang sejarah kerajaan Majapabhit.
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4. Sumber Data
Sumber data adalah tempat data ditemukan. Dalam penelitian ini
sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yang terdiri dari
tiga jenis bahan hukum?®, yaitu :
a. Bahan Hukum Primer
Dalam penelitian ini bahan hukum yang digunakan terdiri
dari UUD NRI 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999
tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak
Sehat, sistem ekonomi kerajaan Majhapahit yang tertuang dalam
Konstitusi Nagakretagama, Perundang-undangan Majapahit karya
Slamet Mujana yang merupakan terjemahan asli dari kitab ‘Kutara
Manawa’, dan buku-buku atau naskah-naskah serta peraturan
perundang-undangan lain tentang larangan praktik monopoli dan
persaingan usaha tidak sehat, baik hukum positif maupun hukum
klasik Nusantara.
b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang
memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.*® Bahan
hukum ini dapat berupa semua publikasi tentang hukum yang
bukan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum ini dapat

berupa buku-buku, teks, jurnal hukum, dan pendapat para ahli,

 Tutik Hamidah, Saifullah dan Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya llmiah
Fakultas Syariah (Malang : Fakultas SyaRaih, 2012), him. 41.

% Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Rajawali
Pers, 2010), him. 155.
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serta website internet yang relevan terhadap isu hukum dalam

rencana penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang

memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum

primer maupun sekunder, yakni berupa kamus hukum (black’s law

dictionary), Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Inseklopedia

Indonesia, kamus bahasa Jawa, serta bahan petunjuk dan bahan

penjelasan lainnya yang relevan terhadap isu hukum dalam rencana

penelitian ini.
5. Pendekatan Penelitian

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah
pendekatan sejarah (historical approach), pendekatan perbandingan
(comparative approach), dan pendekatan perundang-undangan (statute
approach). Dengan pendekatan sejarah, akan terungkap kepermukaan
mengenai fakta hukum masa silam dalam hubungannya dengan fakta
hukum masa Kini tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha
tidak sehat di Indonesia.”

Selanjutnya, pendekatan perbandingan (comparative approach)
digunakan untuk membandingkan suatu sistem hukum ekonomi antara
kerajaan Majapahit dan negara Indonesia terkait larangan praktik monopoli

dan persaingan usaha tidak sehat. Karena menurut Peter Mahmud

% Ibid., him. 131.
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Marzuki, studi perbandingan hukum merupakan kegiatan untuk
membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain atau
hukum dari suatu waktu tertentu dengan hukum dari waktu yang lain.®

Pendekatan terakhir yakni pendekatan perundang-undangan
(statute approach), pendekatan ini digunakan untuk menalaah peraturan
perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan larangan praktik
monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di Indonesia dan di kerajaan
Majapahit, serta peraturan perundang-undangan lain yang membahas
tentang pengaturan hukum ekonomi.
6. Analisis Bahan Hukum

Adapun bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian ini, penulis
uraikan sedemikian rupa, sehingga dapat disajikan dalam penulisan yang
lebih sistematis dan terarah untuk menjawab permasalahan yang
dirumuskan. Dalam hal ini, analisis bahan hukum yang digunakan adalah
analisis bahan hukum kualitatif dengan cara berfikir deduktif, yakni
menarik kesimpulan dari permasalahan yang bersifat umum terhadap
permasalahan konkret yang dihadapi. Selanjutnya, bahan hukum yang ada

dianalisis untuk diambil kesimpulan.®

% peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum-Edisi Revisi (Jakarta: Kencana
Prenadamedia Group, 2011), him. 173.

! Johny lbrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif (Malang:
Bayumedia, 2007), him. 296.
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G. Sistematika Pembahasan

Agar penyusunan hasil penelitian ini terarah, sistematis dan saling
berhubungan satu bab dengan bab yang lain, maka penelitian secara umum dapat
menggambarkan susunanya sebagai berikut:

Bab | Pendahuluan, yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah,
tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teoritik, metode
penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Il berisi uraian tentang larangan praktik monopoli dan persaingan
usaha tidak sehat dalam hukum positif di Indonesia meliputi Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dan
larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di kerajaan
Majapahit.

Bab 111 berisi uraian tentang kelemahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di
Indonesia. Dalam uraiannya berisi kelemahan pengaturan dalam Undang-undang
Nomor 5 Tahun 1999 dan kelemahan penerapan Undang-undang Nomor 5 Tahun
1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Bab IV menjelaskan tentang urgensi perbahan pengaturan Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha
Tidak Sehat di Indonesia, kontribusi sistem ekonomi kerajaan Majapahit terhadap
perubahan pengaturan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, dan kontribusi

sistem ekonomi kerajaan Majapahit terhadap penerapan Undang-undang Nomor 5
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Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak
Sehat.

Bab V Penutup, berisi simpulan dari hasil penelitian yang telah dianalisis
untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang telah diajukan disertai
beberapa saran yang sesuai dengan masing-masing kesimpulan yang menjawab

permasalahan yang telah diajukan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan berbagai uraian pada pembahasan sebelumnya, diperoleh

kesimpulan sebagai berikut:

1. Kelemahan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan
Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ialah pada
pengaturan dalam Undang-undang tersebut yang terlalu banyak
memberi tugas dan wewenang kepada KPPU dalam menegakkan
hukum persaingan usaha di Indonesia. Kelemahan dalam pengaturan
Undang-undang Antimonopoli ini berdampak kepada lemahnya KPPU
sebagai lembaga pengawas dan penegak hukum persaingan usaha
dalam menerapkan aturan yang ada dalam Undang-undang tersebut di
lapangan. Kelemahan dalam pengaturan ini dapat dilihat dari
minimnya pengaturan terkait hukum acara persaingan usaha,
dampaknya bagi KPPU adalah sulitnya KPPU dalam menghadirkan
para pihak karena KPPU tidak memiliki kekuasaan memaksa dan tidak
terjaminnya kepastian hukum bagi para pihak. Selain itu, pengaturan
mengenai kewenangan menjatuhkan putusan yang diberikan kepada
KPPU, namun tidak dibarengi dalam penerapannya untuk
mengeksekusi putusan tersebut agar cepat bisa dilaksanakan oleh para
pihak. Akibatnya, banyak putusan yang tidak dilaksanakan oleh para

pihak akibat belum dieksekusi oleh PN.

126



127

2. Kontribusi sistem ekonomi Kerajaan Majapahit dalam rencana

perubahan pengaturan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang
Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ialah:
pengaturan dalam kitab “Kutara Manawa” memberi kejelasan terkait
pihak mana yang berwenang menjatuhkan putusan terhadap para pihak
yang melanggar ketentuan dalam Undang-undang, sehingga tidak
terjadi kerancuan dalam hukum acaranya, sebab telah jelas pihak mana
yang berwenang memutus dan menghukum para pihak yang melanggar
Undang-undang. Adapun dalam penerapannya, diutuslah para pejabat
negara yang bertugas di daerah untuk mengawasi aktifitas masyarakat
di masing-masing daerah yang melanggar ketentuan Undang-undang.
Dari sini dapat terlihat bahwa terdapat batasan yang jelas atas
kewenangan yang dimiliki oleh pejabat daerah dalam mengawasi dan
menerapkan ketentuan dalam kitab “Kutara Manawa”, sehingga para
pejabat daerah tidak melakukan hal-hal yang di luar batas kewenangan
yang dimilikinya. Terjalinnya hubungan yang harmonis dan sepaham
antara pejabat yang bertugas di daerah dengan pejabat negara di pusat
sebagai lembaga peradilannya membuat putusan yang dijatuhkan oleh
Raja yang berwenang dapat segera diterapkan bagi para pihak yang
melanggar. Kemudian tersebarnya pengawasan yang dilakukan oleh
pejabat daerah pada masing-masing daerah dapat menjangkau

pengawasan ke seluruh daerah bawahan Majapahit.
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B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, saran yang direkomendasikan dalam

penelitian ini ialah:

1. Kepada pemerintah agar lebih memperjelas lagi pengaturan dalam
Undang-undang Antimonopoli terutama terkait pengaturan hukum
acaranya dan memperjelas batasan maupun perluasan kewenangan
kepada KPPU dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga
pengawas dan penegak hukum persaingan usaha di Indonesia,
sehingga KPPU dalam menjalankan tugasnya tidak terkendala oleh
wewenang Yyang dimilikinya. Selain itu, pemerintah juga perlu
menegaskan status kelembagaan KPPU sebagai lembaga negara di
Indonesia yang setara dengan lembaga negara lainnya, supaya KPPU
dan para pegawainya mendapat pengakuan sebagai pegawai negara.
Dengan demikian, dapat dipastikan penegakan hukum persaingan
usaha di Indonesia akan berjalan secara optimal. Terkait hal ini,
pemerintah diharapkan mempertimbangkan sistem penegakan hukum
dalam kerajaan Majapahit guna menanggulangi berbagai kelemahan
pengaturan, penerapan dan atau penegakan hukum persaingan usaha di
Indonesia.

2. Kepada ketua KPPU agar segera merencanakan penambahan KPD
KPPU di berbagai kota di seluruh Indonesia yang memiliki potensi
terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Agar

pengawasan Yyang dilakukan oleh KPPU benar-benar dapat
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menjangkau seluruh daerah di Indonesia layaknya pengawasan yang
dilakukan oleh para pejabat negara yang bertugas di daerah pada masa

pemerintahan kerajaan Majapahit.
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